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Abstract
The various  of interests related to land issues in development. 
On one side, the development need of land as main tool. Supposed 
to be in a country that adheres to the principles of rule of law 
principles strengthening the land rights should be achieve. This 
means that in a country that adheres to the principles of rule of law, 
public land acquisition must be done in ways that correct and 
humanity, when the land is taken for granted and used for 
government purposes, it must sacrifice human rights that should not 
occur in country adheres to the principles of rule of law.. 
Mechanisms for land acquisition for the land acquisition for the 
construction of public interest after the enactment of Law No. 2 of 
2012 on Land acquisition for Development for Public Interest. 
Mechanisms taking people through the release of land rights or land 
acquisition or land acquisition is the mechanism most often lead to 
conflict. Law No. 2 of 2012 on Land acquisition for Development for 
Public Interest, is a corrective measure, because the legislation has 
not been previously considered sense of fairness for those who lose 
their land. With the publication of the law is expected to solve the 
problems in land acquisition.
A. PENDAHULUAN
Secara konstitusional 
Undang-Undang Dasar 1945 
dalam Pasal 33 ayat (3) telah 
memberikan landasan bahwa 
bumi dan air serta kekayaan 
alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara 
dan dipergunakan sebesar-besar 
untuk kemakmuran rakyat. Dari 
ketentuan dasar ini dapat 
diketahui bahwa kemakmuran 
masyarakatlah yang menjadi 
tujuan utama dalam 
pemanfaatan fungsi bumi, air 
dan ruang angkasa serta 
kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya. 
Dengan demikian, kewenangan 
yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 kepada 
negara ini bukanlah 
kewenangan memiliki namun 
negara diberikan wewenang 
untuk mengatur maupun 
menentukan peruntukan, 
penggunaan dan pemeliharaan 
dari bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di 
dalamnya, termasuklah 
mengatur hubungan hukum 
antara orang-orang dan 
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perbuatan hukum serta hak-hak 
yang dapat dikuasai berkaitan 
dengan bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di 
dalamnya tersebut. Sebagai 
wujud nyata dari Pasal 33 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar 1945, 
maka lahirlah Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria yang lebih dikenal 
dengan Undang-Undang Pokok 
Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Pokok Agraria 
ini disebutkan bahwa: “Bumi, air 
dan ruang angkasa termasuk 
kekayaan alam di dalamnya 
pada tingkat yang tertinggi 
dikuasai oleh Negara sebagai 
organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat”. 
A.P Parlindungan, misalnya 
merumuskan “HMN merupakan 
semacam hak ulayat negara 
yang menjadi wewenang 
pemerintah pusat yang 
pelaksanaannya dapat 
didelegasikan kepada 
pemerintah daerah, lembaga 
pemerintah atau masyarakat 
hukum adat, kesemuanya 
dengan suatu pendelegasian 
wewenang yang dimuat dalam 
peraturan khusus yang disebut 
dengan hak pengelolaan”.1
Tanah  adalah karunia dari 
Tuhan Yang Maha Esa kepada 
umat manusia di muka bumi. 
Oleh karena itu memang sudah 
menjadi kewajiban manusia 
untuk memelihara dan mengatur 
peruntukannya secara adil dan 
                                                            
1 Herawan Sauni dkk,2001, Hukum 
Agraria Indonesia Buku Panduan 
Mahasiswa, Lemlit Unib Press, Bengkulu, Hal 
37.
berkelanjutan demi 
kelangsungan hidup umat 
manusia di masa mendatang. 
Dalam konstitusi RI (UUD RI 1945) 
tepatnya Pasal 33 ayat (3) 
disebutkan bahwa : “ Bumi dan 
air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.  
Perlu digaris bawahi dari 
bunyi Pasal di atas adalah kata 
dikuasai. Sekilas kata dikuasai 
menunjukkan negara adalah 
pemiliknya. Padahal tidak 
demikian adanya. Pada 
penjelasan umum UUPA 
disebutkan bahwa negara 
(pemerintah) dinyatakan 
menguasai “hanya” menguasai 
tanah. Pengertian tanah 
“dikuasai” bukanlah berarti 
“dimiliki” akan tetapi adalah 
pengertian yang memberi 
wewenang tertentu kepada 
negara sebagai organisasi
kekuasaan.
Pada saat sekarang ini 
konflik pertanahan yang terjadi 
pada umumnya banyak 
terdapat pada proses 
mekanisme pembebasan tanah 
untuk kepentingan umum yang 
tidak sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku serta 
ganti kerugian yang sering tidak
sesuai dengan apa yang 
diwujudkan oleh pemerintah 
sehingga minimbulkan konflik 
ditengah masyarakat. Dengan 
diundangkannya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum di jelaskan 
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secara khusus tentang 
perlindungan hukum serta 
mekanisme dan ganti kerugian 
terhadap pembebasan tanah 
bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum sehingga 
memiliki kekuatan hukum yang 
didasari oleh Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum selanjutnya 
disebut dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012, maka 
dilakukan penelitian 
kepustakaan perbandingan 
hukum khususnya pada proses 
pembebasan tanah untuk 
kepentingan umum. 
Dari uraian latar belakang 
di atas mengingat luasnya 
cakupan maka penelitian ini 
dibatasi dengan regulasi tentang 
perlindungan hukum ganti 
kerugian dan perlindungan 
hukum mekanisme pengadaan 
tanah. Dengan cara 
mengidentifikasi dan melakukan 
perbandingan dari peraturan 
perundangan yang ada yang 
berkaitan dengan fokus 
penelitian .  “Perlindungan 
Hukum Terhadap Pemegang Hak 
Atas Tanah Setelah Berlakunya 
Undang-Undang   Nomor 2 Tahun 
Tahun 2012 Tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum”
B. METODE PENELITIAN
  1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah 
penelitian hukum yang bersifat 
normatif. Penelitian normatif 
adalah “penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder”.2 Pembahasan 
ini berdasarkan pada 
perundangan, dokumen, 
jurnal hukum, laporan serta 
referensi lainnya yang relevan. 
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan masalah 
dalam penelitian ini dilakukan 
dengan pendekatan  
perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan 
konseptual (conseptual 
approach) dimasukkan untuk 
menelaah substansi peraturan 
perundang-undangan 
sepanjang terkait tentang 
pengadaan tanah untuk  
pembangunan bagi 
kepentingan umum sehingga 
dapat ditemukan segi-segi 
normatif yang berpotensi 
sebagai mekanisme 
pembebasan tanah maupun 
ganti kerugian tanah untuk 
pembanguan bagi 
kepentingan umum dalam 
rangka mewujudkan 
kepastian hukum terhadap 
pemegang hak atas tanah 
untuk pembangunan bagi 
kepentingan umum. Dari hasil 
telaah tersebut didukung oleh 
bahan hukum sekunder yang 
cukup, terutama dari segi 
perkembangan pengadaan 
tanah sehingga dapat 
memberikan hasil yang bisa di 
manfaatkan bagi pengadaan 
tanah untuk pembangunan 
bagi kepentingan umum 
                                                            
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 
“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat”, Jakarta,Rajangwali 
Pers,2003,Hal.15
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setelah berlakuknya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012.
3. Sumber Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer 
terdiri dari ;
a. Norma Hukum atau 
kaedah dasar yaitu 
Undang-Undang Dasar 
1945.
b. Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok 
pokok Agraria.
c. Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang 
Pembebasan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. 
d. Undang-undang Nomor 20 
Tahun 1961 tentang 
Pencabutan Hak-hak atas 
Tanah dan Benda-benda 
yang ada di atasnya.
e. Peraraturan Perundang-
Undangan lainnya yang 
berkaitan dengan judul 
penelitian yaitu :
1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 1975 Tentang 
Ketentuan-ketentuan 
Mengenai Tata Cara 
Pembebasan Tanah.
2) Keputusan Presiden 
Repubik Indonesia 
Nomor 55 Tahun 1993 
Tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum.
3) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia 
Nomor 65 Tahun 2006 
Tentang Perubahan 
Atas Peraturan 
Presiden Nomor 35 





4) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia 








bahan hukum primer 
tersebut adalah untuk 
menemukan masalah-
masalah yang berekaitan 
dengan masalah 
penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder
Sumber Bahan Hukum 
Sekunder adalah bahan 
yang memberikan 
penjelasan menegenai 
bahan  hukum primer, yang 
antara lain, hasil karya dari 
pakar hukum yang 
berkaitan denga nmaslah 
penelitian, bahan bacaan 
yang berkaitan dengan 
judul penelitian dari akses 
situs internet, buku bacaan 
yang berkaitan dengan 
judul penelitian, hasil 
penelitian dan unsur-unsur 
literatur lain yang relevan. 
Tujuan mempelajari 
bahan hukum sekunder 
tersebut adalah untuk 
mencari teori-teori dan 
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doktrin yang berkaitan 
dengan maslah penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
Sumber bahan hukum 
tersier adalah bahan yang 
memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum 
primer dan bahan hukum 
sekunder, yang anatar lain:
1) Kamus Besar Bahasa 
Indonesia.
2) Kamus Bahas Inggris.
3) Kamus Hukum.
4. Prosedur Pengumpulan 
Bahan Hukum
Prosedur yang digunakan  
penulisan berupa studi 
dokumentasi yaitu 
pedoman yang digunakan 
berupa catatan untuk 
memuat kutipan. 
Penulusuran literatur hukum 
dan informasi lainnya 
dilakukan dengan 
penelusuran of line (buku-
buku) dan on line (Internet). 
Bahan pustaka of line dapat 
diperoleh dari koleksi pribadi 
maupun bahan pustaka of 
line yang ada di 
perpustakaan Universitas 
Bengkulu. Sedangkan 
bahan pustaka on line 
dapat di peroleh melalui 
internet.
5. Analisis Bahan Hukum
Setelah mengumpulkan 
bahan hukum yang 
berhubungan dan 
berkaitan dengan judul 
penelitian, maka langkah 
selanjutnya yang dilakukan 
adalah analisis bahan 
hukum. Interpretasi yang  
dapat dilakukan dalam hal 
ini adalah interpretasi 
(penafsiran) gramatikal 
yaitu penafsiran yang 
berdasarkan  makna yang 
ada dalam undang-undang 
dan interpretasi otentik. 
Untuk menganalisis bahan 
hukum yang diperoleh, 
dilakukan berdasarkan 
analisis isi (contain analysis). 
Setelah bahan hukum 
dianalisis selanjutnya 
dilakukan Penafsiran 
tersebut  adalah untuk 
memahami kesimpulan.
C. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum 
Terhadap Pemegang Hak 
Atas Tanah Dan Ganti 
Kerugian Terhadap 
Pemegang Hak Atas Tanah 
Menurut Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012
a. Ganti Kerugian Terhadap 
Pemegang Hak Atas Tanah
Pengadaan tanah 
harus dibedakan dari 
transaksi jual beli tanah 
karena sifatnya yang tidak 
sukarela. Jika pemilik tanah 
tidak setuju dengan 
pengadaan tanah, 
pemerintah dapat 
mencabut kepemilikan atas 
tanah sebagimana diatur 
oleh UU No. 20 tahun 1961. 
Harus ada suatu 
metode yang fair dan 
credible untuk menentukan 
apa saja yang harus di 




ganti kerugian tersebut. 
Proses ini harus berjalan 
transparan dan 
memberikan kesempatan 
kepada semua pihak 
khususnya masyarakat 
untuk melakukan verfikasi 
atas hasil suatu penilaian 
atas tanah yang diambil 
alih oleh pemerintah. 
Terlepas dari siapa atau 
lembaga mana yang akan 
melakukan perhitungan 
atau evaluasi atas tanah 
dan benda-benda yang 
akan dikompensasi, metode 
penghitungan ganti 
kerugian yang credible
merupakan hal yang sangat 
penting. 3
Pada Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
tidak menentukan secara 
memadai tentang ganti 
kerugian dalam 
pengadaan tanah. Pasal 33
Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum hanya 
menyebutkan beberapa 
aspek yang akan diberi 
ganti kerugian yang 
mencakup: tanah, ruang 
atas dan bawah tanah, 
bangunan, tanaman, 
benda yang berkaitan 




dengan tanah dan kerugian 
lain yang dapat dinilai. 
Seharusnya Undang-
undang menjelaskan lebih 
operasional lagi tentang 
aspek-aspek tersebut 
sehingga lebih 
memudahkan bagi penilai 
dalam melakukan tugas-
tugas penilaian atas tanah 
yang diambil alih. Kemudian 
Pasal 36 Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
yang menyebutkan tentang 
bentuk-bentuk ganti 
kerugian yang mencakup 
uang; tanah pengganti; 
permukiman kembali; 
kepemilikan saham; atau 
bentuk lain yang disetujui 
oleh kedua belah pihak.  
Tentang siapa yang akan 
melakukan penilaian 
terhadap tanah ditentukan 
dalam Pasal 31 yang 
menyatakan bahwa 
penilaian besar kecilnya 
ganti kerugian ditentukan 
oleh penilai tanah 
professional yang 
mendapatkan lisensi dari 
Badan Pertanahan 
Nasional. Persoalan yang 
dapat muncul adalah 
adanya konflik interen 
antara penilai dengan 
Badan Pertanahan Nasional 
yang memberikan lisensi 
sekaligus menentukan 
penilai mana yang akan 
mendapat pekerjaan 
dalam penilaian terhadap 
tanah-tanah yang diambil 
alih pemerintah untuk 
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kepentingan umum. Untuk 
menghindari persepsi seperti 
itu, setiap penilai tanah 
harus mampu menunjukkan 
proses dan metode 
penilaian yang transparan. 
Umumnya, negera-
negara maju menggunakan 
standard nilai pasar yang 
reasonable (reasonable 
market value) sebagai 
dasar penentuan harga 
tanah. Namun sampai 
dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
NJOP masih menjadi salah 
satu patokan yang sudah 
ditolak oleh masyarakat luas 
karena nilainya yang lebih 
rendah dibanding harga 
pasar. Tidak begitu jelas 
argumentasi apa yang 
dipakai oleh pemerintah 
karena Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum tidak 
membuat ketentuan 
mengenai standar penilaian 
harga tanah. Padahal 
ketentuan tersebut 
merupakan point penting 
yang ditunggu-tunggu oleh 
masyarakat luas untuk 
menjamin adanya ganti
kerugian yang adil. Selain itu 
ada persoalan hold out 
problem dimana para 
pemilik tanah cenderung 
untuk menahan tanah 
mereka ketika akan 
diambilalih oleh pemerintah 
untuk mendapatkan harga 
tanah yang semakin tinnggi. 
Untuk mengatasi berbagai 
masalah tersebut di atas 
sekaligus memastikan 
adanya ganti kerugian 
yang fair bagi para pemilik 
tanah, peraturan-peraturan 
pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum 
yang saat ini sedang 
dikerjakan oleh Tim dari 
Badan Pertanahan Nasional 
harus memuat ketentuan 
yang menyatakan standard 
penilaian atas tanah 
berdasar harga pasar 
(market value). Standar 
tersebut harus menjadi 
landasan bagi para penilai 
tanah dalam menilai tanah 
dan property lain yang 
harus diganti rugi oleh 
pemerintah.4 Aspek lain 
yang juga sangat penting 
adalah kompensasi 
terhadap kerugian-kerugian 
pemilik tanah akibat 
kehilangan tanah dan 
aspek-aspek ekonomi dan 
non ekonomi terkait tanah 
yang ikut hilang akibat 
pengambilalihan tanah 
oleh pemerintah. Tiga aspek 
di atas merupakan hal-hal 
mendasar yang sangat 
penting dalam kebijakan 
pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum. 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi 
                                                            
4 ibid
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Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum banyak 
mengatur hal-hal yang
bersifat general tentang 
ketiga aspek tersebut. 
Namun apabila ketiga isu 
tersebut tidak diperhatikan 
dengan baik masyarakat 
akan cenderung menolak 
pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum
yang akan memperlambat 
pembangunan proyek-
proyek infrastruktur yang 




Pemegang Hak Atas Tanah
Dalam era globalisasi 
dan liberalisasi 
perekonomian dewasa ini, 
maka peranan tanah bagi 
berbagai keperluan akan 
meningkat, baik sebagai 
tempat  bermukim maupun 
untuk kepentingan umum. 
Sehubungan dengan hal 
tersebut akan  meningkat 
pula kebutuhan akan 
dukungan berupa kepastian 
hukum di bidang  
pertanahan. Pemberian 
kepastian hukum di bidang 
pertanahan ini, memerlukan 
tersedianya perangkat 
hukum yang tertulis, 
lengkap dan jelas yang 
dilaksanakan  secara 
konsisten sesuai dengan isi 
ketentuan-ketentuannya. 5
Hak menguasai dari 
negara adalah merupakan 




pemeliharaan bumi, air, dan 
ruang angkasa tersebut, 
menentukan dan mengatur 
hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air, dan 
ruang angkasa; dan 
menentukan serta 
mengatur hubungan-
hubungan hukum antara 
orang-orang dan 
perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai 
bumi, air, dan ruang 
angkasa. Wewenang ini 
digunakan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran 




masyarakat dan negara 
hukum Indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil 
dan makmur. 
Hak menguasai 
negara meliputi semua 
bumi, air, dan ruang 
angkasa baik yang sudah 
dihakki oleh seseorang 
maupun tidak. Penguasaan 
tanah terhadap tanah yang 
sudah dipunyai orang 
dengan sesuatu hak, 
dibatasi oleh isi dari hak itu, 
                                                            
5http://eprints.undip.ac.id/16892/1/
CHAIRUL_ANAM_ABDULLAH.pdf
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negara atas tanah yang 
tidak dipunyai dengan 
sesuatu hak oleh seseorang 
atau pihak lain adalah 
sangat luas dan penuh.
Dalam konsep 
penguasaan tanah, dapat 
diketahui bahwa yang 
menguasai semua tanah 
adalah negara. Namun 





kepentingan umum seluruh 
warga negara.  Pengertian 
penguasaan dan 
menguasai dapat dipakai 
dalam arti fisik  juga dalam 
arti yuridis. Dalam arti fisik 
secara nyata pemegang 
hak menguasai tanah 
(tanah dalam 
penguasaan). Penguasaan 
dalam arti yuridis, dilandasi 
“hak” yang dilindungi oleh 
hukum dan umumnya 
member kewenangan 
kepada pemegang hak  
untuk menguasai secara 
fisik tanah yang menjadi 
haknya. Tetapi ada juga 
penguasaan yuridis yang 
biarpun member 
kewenangan  untuk 
menguasai tanah hak nya 
secara fisik, pada 
kenyataannya penguasaan 
fisiknya dilakukan pihak 
lain.6  Hak menguasai dari 
pada negara tersebut 





hubungan hukum, serta 
mengatur hubungan hukum 
dan perbuatan hukum. Hal 
ini menunjukkan bahwa hak 
menguasai negara bukan 
berarti negara sebagai 
pemilik tanah. 
Jika dalam peraturan 
perundang-undangan 
terkait dengan pengadaan 
tanah sebelum UU Nomor 2 
Tahun 2012 yakni Keppres 
Nomor 55 Tahun 1993 
(Keppres) dan Perpres 
Nomor.36 Tahun 2005 jo. 
Nomor 65 Tahun 2006 
(Perpres), konsepsi yang 
membedakan antara 
pengadaan tanah dan 
pencabutan hak atas tanah 
diterapkan sebagaimana 
mestinya, UU No. 2 Tahun 
2012 meninggalkan konsepsi 
ini dengan tidak 
menyinggung sama sekali 
acara pencabutan hak 




pemberian ganti kerugian 
menemui kegagalan 
sedangkan lokasi tidak 
dapat dipindahkan. Semua 
                                                            
6 Suharsiningsih,2009, Tanah 
Terlantar (asas dan pembaharuan konsep 
menuju penertiban),Prestasi Pustaka, 
Jakarta.
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keberatan/penolakan 
pemegang hak atas tanah 
diselesaikan melalui 
lembaga peradilan dengan 
sama sekali menafikan 
acara pencabutan hak 
atas tanah.
2. Mekanisme Pengadaan Tanah 
Untuk Pengadaan Tanah 
Untuk  Kepentingan Umum 
Menurut Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012
a. Berbagai Peraturan 
Maknisme Pengadaan 








yang terkandung di dalam 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan hukum tanah 






keselarasan sesuai dengan 
nilai-nilai berbangsa dan 
bernegara.
Hukum tanah nasional 
mengakui dan menghormati 
hak masyarakat atas tanah 
dan benda yang berkaitan 
dengan tanah, serta 
memberikan wewenang 
yang bersifat publik kepada 







yang tertuang dalam pokok-
pokok pengadaan tanah 
sebagai berikut:

















d. Rencana kerja setiap 
instansi yang 
memerlukan tanah 















5. Pengadaan tanah 
untuk kepentingan 
umum dilaksanakan 
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dengan pemberian 
ganti kerugian yang 
layak dan adil.
Dalam Pasal 33 UUD 
1945 ditetapkan bahwa 
bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan 
sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Untuk 
mencapai tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran 
rakyat harus ada 
penguasaan negara. Isi 
Pasal ini tidak 
dimaksudkan pemerintah 
sebagai pemilik, karena 
sebagi pemilik subjeknya 
adalah orang dan hak 
itulah yang merupakan 
hak yang terkuat dan 
terpenuh atas tanah. 
Walaupun sifatnya terkuat 
dan terpenuh, sama sekali 
tidak memberikan 
wewenang yang 
berlebihan. UUPA tetap 
memberikan prioritas sosial 
atas tanah yang 
ditetapkan dalam Pasal 6 
yang menyatakan bahwa 
semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial.
Hal ini sejalan dengan 
alam pikiran hukum adat 
sebagai dasar 
pembentukan UUPA. Itulah 
sebabnya, maka 
berdasarkan Pasal 18 
UUPA jika untuk 
kepentingan umum, 
termasuk kepentingan 
bangsa dan negara serta 
kepentingan bersama dari 
rakyat, hak-hak atas tanah 
dapat dicabut. 
Secara yuridis, 
pengambilan tanah rakyat 
untuk keperluan 
pembangunan ini bisa 
dilakukan melalui 
mekanisme:





mekanisme ini adalah 






dan negara serta 
kepentingan bersama 
dari rakyat, hak-hak atas 
tanah dapat dicabut, 
dengan memberi ganti 
kerugian yang layak 
dan menurut cara yang 
diatur dengan undang-
undang".
Serta Pasal 27, Pasal 34, 
dan Pasal 40 UUPA, 
yang mengatur tentang 
hapusnya HM, HGU dan 




ketentuan Pasal 18 
UUPA maka 
dikeluarkanlah Undang-
Undang nomor 20 tahun
1961 tentang 
Pencabutan Hak Atas 
Tanah dan Benda-
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benda yang berada di 
atasnya. Undang-
Undang ini merupakan 
pengganti dari 
Staatsblad 1920 No. 574, 
yang terkenal dengan 
sebutan "Onteigenings-
ordonnantie", dimana 
Ordonansi tersebut telah 
beberapa kali diubah 
dan ditambah, yang 
terakhir dengan 








dan keperluan, karena 
Onteigeningsordonnanti
e tidak sesuai lagi 
dengan keperluan 
dewasa ini. Peraturan 
tersebut disusun atas 
dasar pengertian hak 
"eigendom" yaitu hak 
perseorangan yang 
tertinggi menurut hukum 
barat yang mutlak dan 
tidak dapat diganggu 













tersebut harus dilalui 
jalan yang panjang dan 
diperlukan waktu yang 
lama, karena harus 




pelepasan hak atas 
tanah. 
2. Pelepasan Hak Atas 
Tanah 
Istilah Pelepasan 
hak atas tanah ini 
ditinjau dari perspektif 
pemilik tanah, tetapi 






pelepasaan hak atas 
tanah ini didasarkan 

















pengambilan tanah rakyat 
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melalui mekanisme 
pelepasan hak atau 
pembebasan tanah 
(pengadaan tanah) 
adalah Pasal 27, Pasal 34, 
dan Pasal 40 UUPA, yang 
mengatur tentang 
hapusnya HM, HGU dan 
HGB, antara lain karena 
tanahnya dilepaskan oleh 
pemiliknya. Kemudian 
pada masa orde baru, 
mulai diatur ketentuan 
tentang tata cara 
pembebasan tanah yang 
diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 
(PMDN) Nomor 15 tanun 
1975 tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata 
Cara Pembebasan Tanah 
dan kemudian diganti 
dengan Keputusan 
Presiden (Kepres Nomor 55 
tahun 1993 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, serta 
pada rejim reformasi diatur 
dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) nomor 36 tahun 
2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, yang 
ditetapkan pada tanggal 
3 Mei 2005. Sejak 
diundangkan, Perpres ini 
menuai banyak kritik dari 
masyarakat karena 
dianggap mengabaikan 
kepemilikan rakyat atas 
tanah. Karena banyaknya 
kritikan tersebut, maka 
kemudian pada tanggal 5 
Juni 2006, beberapa Pasal 
Perpres tersebut diubah 
dengan Perpres Nomor 65 
tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Perpres 
nomor 36 tahun 2005 
tentang Pengadaan 





tanah rakyat tersebut, 
maka mekanisme melalui 
pelepasan hak atau 
pembebasan tanah atau 
pengadaan tanah adalah 
merupakan mekanisme 
yang paling sering 
menimbulkan konflik. 
Problematika yuridis dalam 
pengambilan tanah rakyat 
bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum ini 
meliputi dua hal, yaitu:
a. Aspek yuridis formil, yaitu 
jika ditinjau dari bentuk 
perundangan (produk 
hukumnya). Padahal 






merupakan hak asasi 
manusia yang dilindungi 





dalam Pasal 8 Undang-
undang nomor 10 tahun 
2004, pengaturan 
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pengambilan tanah 
rakyat haruslah dalam 




undang nomor 10 tahun 
2004, muatan materi 








terjadinya kolusi antara 
pemerintah dengan 







terkesan bersifat top 
down dari pemerintah 
semata.















yang tidak melibatkan 
pemilik tanah sejak 
awal. Pemilik tanah 
hanyalah dilibatkan 
pada saat musyawarah 
penentuan ganti 
kerugian belaka. 
e. Keberadaan panitia 
pengambilan tanah 
yang hanya dari unsur 
pemerintah saja, 
sehingga cenderung 






Padahal panitia ini 
sifatnya sangat strategis, 
karena sebagai penentu 













hanyalah yang bersifat 
fisik belaka (tanah, 
tanaman dan 
bangunan) adapun 
yang bersifat non fisik 
tidak diperhitungkan. 
Hal ini berakibat pada 
menurunnya tingkat 
kesejahteraan pemilik 
tanah. Dan ini adalah 
salah satu bentuk 
ketidak adilan bagi 
pemilik tanah yang 
telah mengorbankan 
harta miliknya bagi 














dalam ketentuan Pasal 
1404 KUHPerdata) 
dalam pemberian ganti 
rugi pada pemilik tanah 
yang tidak menyetujui 
bentuk dan besarnya 
ganti rugi yang 
ditetapkan. Mestinya 
lembaga konsinyasi ini 
hanya bisa diterapkan 




antara para pihak. 
Sedangkan dalam 
pengambilan tanah 












menunjukkan tidak ada 
negara yang tidak memiliki 
kewenangan untuk 




ekonomi di the new 
emerging market tidak 
terlepas dari proses 
pengambilan tanah untuk 
pembangunan infrastruktur 
dan wilayah perkotaan. 
Negara-negara seperti 






fasilitas energi dan 
infrastruktur lainnya. 
Beberapa literatur juga 
menujukkan trend 
penurunan pengambilan 
tanah oleh pemerintah. 
Pengambilan tanah oleh 
pemerintah bukan saja 
makin menurun tapi juga 
semakin sulit untuk 
dilakukan. 
Menurut Azuela, 
terdapat beberapa faktor 
yang menyebabkan makin 
sulitnya pengambilan 











3. Menguatnya tekanan 
dari pemberitaan 
media massa.
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pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum dari 
beberapa Negara, 
terdapat beberapa 
permasalahan yang dapat 
dijadikan pelajaran bagi 
proses pengaturan 
pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum di 
Indonesia. 




berbagai negara, dapat 
disimpulkan:8
Pertama, hampir di seluruh 
negara pengadaan tanah 
untuk pembangunan 
menjadi semakin sulit 
dilakukan. Ketidak puasan 
masyarakat, makin 
independennya lembaga 




pembebasan tanah. Untuk 
Indonesia, diperkirakan 
trend ini juga akan terjadi. 
Kedua, tidak ada praktik 
pengadaan tanah untuk 
pembangunan yang 
benar-benar sempurna. 
Hampir di semua negara 
yang menjadi sampel 
                                                            
7 http://policy.paramadina.ac.id, di 




Hanya saja, tingkat 
kerumitan permasalahan 
dan dampaknya pada 
penundaan proyek 
berbeda-beda. Untuk 
Indonesia, saat ini adalah 
momentum untuk 
perbaikan terhadap 





pembebasan tanah dapat 






pemilik hak atas tanah
Pendekatan ini dilakukan 
dengan mengedepankan 
sosialisasi, negosiasi, dan 
pemberian kompensasi 
yang lebih komprehensif. 
Pendekatan yang 
mengedepankan 
sosialisasi, negosiasi, dan 
pemberian kompensasi 
yang lebih komprehensif 




membutuhkan dana yang 
besar. Dengan demikian, 
penetapan kebijakan 
terhadap komponen apa 











negara untuk mengambil 
tanah pada harga yang 
ditetapkan walaupun 
tanpa kerelaan pemilik 









ketegasan sikap dan 
wibawa pemerintah dan 
aparatnya. Penggunaan 
kewenangan pencabutan 
hanya efektif dilaksanakan 
oleh pemerintah dan 
aparatnya yang dikenal 
memiliki integritas dan 
tidak memiliki vested 
interest dalam setiap 
tindakannya. Rendahnya 
integritas dan buruknya 
reputasi pemerintah dan 




Mengacu pada hasil 
review pengadaan tanah 
oleh Pemerintah pada 










dan adil. Untuk 
mengakomodir hal 
tersebut, maka pada 
tahun 2012, Pemerintah 
bersama DPR telah 
menetapkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum. 
Sebagai pelaksanaan 
amanat Pasal 53 dan Pasal 
59 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2012, Presiden 
Susilo Bambang 
Yudhoyono pada 7 
Agustus lalu telah 
menandatangani Perpres 
Nomor 71 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah bagi 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. 
Perpres ini mengatur tata 
cara pengadaan tanah 





dengan penyerahan hasil. 
Sebelum diberlakukannya 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012, pengaturan 
tentang pengadaan 
tanah didasarkan pada 
Perpres Nomor 36 Tahun 
2005 yang kemudian 
diubah menjadi Perpres 
Nomor 65 Tahun 2006 
tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. 
Sesuai Perpres tersebut, 
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pengadaan tanah 
dilakukan oleh Panitia 
Pengadaan Tanah yang 
bersifat ad-hoc. Prosesnya 
sering terhambat oleh 
diskontinuitas anggaran. 
Selain itu, masalah lain 
yang sering muncul 
adalah definisi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum yang 
masih banyak 
diperdebatkan. Dan yang 
lebih penting lagi, 
pengadaan tanah juga 
bersinggungan dengan isu
hukum mendasar seperti 





masyarakat baik secara 
individu maupun 
kelompok. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012 merupakan sebuah 




memenuhi rasa keadilan 









mendasar dalam proses 
pengadaan tanah selama 
ini antara lain: pertama, 
belum tersedianya aturan 
dasar, prinsip, prosedur 
dan mekanisme 
pengadaan tanah; kedua, 
belum ditetapkannya 
kelembagaan pengadaan 
tanah; ketiga, tidak 
adanya peraturan khusus 
pembiayaan pengadaan 
tanah; dan keempat, 
belum jelasnya kriteria 




tersebut menjadi salah 




c. Mekanisme Pengadaan 
Tanah Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 dan Peraturan 
Pelaksananya
Tata cara atau 
prosedur pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum 
telah diatur secara jelas, 





tanah, inventarisasi dan 
identifikasi penguasaan 
pemilikan penggunaan serta 
pemanfaatan tanah, 
penilaian ganti kerugian, 
musyawarah penetapan 
ganti kerugian, pemberian 
ganti kerugian, pelepasan 
tanah, penyerahan hasil 
pengadaan tanah, dan 
pemntauan dan evaluasi, 
Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 
sebagai berikut: 
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1. Tahap Perencanaan 
Setiap instansi yang 
memerlukan tanah bagi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum, agar 
menyusun Dokumen 
Perencanaan Pengadaan 
Tanah, yang sedikitnya 
memuat: 
1. Maksud dan tujuan 
rencana pembangunan, 
2. Kesesuaian dengan 
Rancangan Tata Ruang 
Wilayah (RT/RW) dan 
Prioritas Pembangunan, 
3. Letak tanah, \Luas tanah 
yang dibutuhkan, 
4. Gambaran umum status 
tanah, 
5. Perkiraan jangka waktu 
pelaksanaan pengadaan 
tanah dan pelaksanaan 
pembangunan, 
6. Perkiraan nilai tanah, dan 
7. Pencana penganggaran. 
Dokumen Perencanaan 
Pengadaan Tanah tersebut 
disusun berdasarkan studi 
kelayakan yang mencakup:
1. Survei sosial ekonomi, 
2. Kelayakan lokasi,
3. Analisis biaya dan manfaat 
pembangunan bagi 
wilayah dan masyarakat, 
4. Perkiraan harga tanah,
5. Dampak lingkungan dan 
dampak sosial yang 
mungkin timbul akibat 
pengadaan tanah dan 
bangunan,
6. Studi lain yang diperlukan. 
DokumenPerencanaan 
tersebut selanjutnya 
diserahkan oleh instansi yang 
memerlukan tanah kepada 
Gubernur yang melingkupi 
wilayah dimana letak tanah 
berada.
Kegiatan yang dilakun 
pada tahap perencanaan ini 
yakni, menyiapkan dokumen 
perencanaan pengadaan 
tanah, kemudian dilanjutkan 
dengan penyusunan  studi 
kelayakan dokumen 
perencanaan pengadaan 
tanah, dokumen tersebut 
diserahkan  kepada gubernur 
yang melingkupi wilayah 
dimana letak tanah itu 
berada. 
2. Tahap Persiapan 
Dalam tahapan 
pelaksanaan, Gubernur 
membentuk Tim Persiapan 
dalam waktu paling lama 10 
hari kerja, yang 
beranggotakan:
1. Bupati/Walikota,
2. SKPD Provinsi terkait,
3. Instansi yang memerlukan 
tanah, dan 
4. Instansi terkait lainnya. 
Untuk kelancaran 




Tanah yang berkedudukan 
di Sekretariat Daerah 
Provinsi. 








ditandatangani Ketua Tim 




masyarakat pada lokasi 
rencana pembangunan, 
paling lama 20 hari kerja 
setelah Dokumen 
Perencanaan Pengadaan 
Tanah diterima resmi oleh 
Gubernur. Pemberitahuan 
dapat dilakukan secara 
langsung melalui sosialisasi, 
tatap muka, dan/atau 
surat pemberitahuan, atau 
melalui pemberitahuan 
secara tidak langsung 
melalui media cetak 
maupun media elektronik. 
2. Melakukan pendataan 
awal lokasi rencana 
pengadaan
Pendataan awal lokasi 
rencana pengadaan 
meliputi kegiatan 
pengumpulan data awal 
Pihak yang Berhak dan 
Objek Pengadaan Tanah 
bersama aparat 
kelurahan/desa paling 




dalam bentuk daftar 
sementara lokasi rencana 
pembangunan yang 
ditandatangani Ketua Tim 
Persiapan sebagai bahan 
untuk pelaksanaan 
Konsultasi Publik rencana 
pembangunan. 
3. Melaksanakan Konsultasi 
Publik rencana 
pembangunan 





dari Pihak yang Berhak 
dan masyarakat yang 
terkena dampak, dan 
dilaksanakan paling lama 
60 hari kerja sejak tanggal 
ditandatanganinya daftar 
sementara lokasi rencana 
pembangunan. Hasil 
kesepakatan atas lokasi 
rencana pembangunan 
dituangkan dalam berita 
acara kesepakatan.
Apabila, dalam Konsultasi 
Publik, Pihak yang Berhak 
dan masyarakat yang 
terkena dampak atau 
kuasanya tidak sepakat 
atau keberatan, maka 
dilaksanakan Konsultasi 
Publik ulang paling lama 
30 hari kerja sejak tanggal 
berita acara kesepakatan. 
Jika dalam Konsultasi 
Publik ulang masih 
terdapat pihak yang 





Gubernur melalui Tim 
Persiapan. Selanjutnya, 
Gubernur membentuk Tim 
Kajian Keberatan yang 
terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah 
Provinsi atau pejabat 
yang ditunjuk sebagai 
ketua merangkap 
anggota;
b. Kepala Kantor Wilayah 
BPN sebagai sekretaris 
merangkap anggota;
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a. Kepala Kantor 
Wilayah Kementrian 
Hukum dan HAM 
sebagai anggota; 
b. Bupati/Walikota 
atau pejabat yang 
ditunjuk sebagai 
anggota;
c. Akademisi sebagai 
anggota. 











c) Membuat rekomendasi 
diterima atau ditolaknya 
keberatan yang 
ditandatangani Ketua Tim 
Kajian Keberatan kepada 
Gubernur. 
Berdasarkan rekomendasi 
dari Tim Kajian, Gubernur 
mengeluarkan surat 
diterima atau ditolaknya 
keberatan atas lokasi 
rencana pembangunan. 
Penanganan keberatan 
oleh Gubernur dilakukan 
paling lama 14 hari kerja 
sejak diterimanya 
keberatan. Dalam hal 
Gubernur memutuskan 
dalam suratnya menerima 






ke tempat lain. 





yang telah dilakukan Tim 
Persiapan dengan Pihak 
yang Berhak atau 
berdasarkan karena 
ditolaknya keberatan dari 
Pihak yang Keberatan. 
Penetapan Lokasi 
Pembangunan dilampiri 
peta lokasi pembangunan 
yang disiapkan oleh 
instansi yang memerlukan 
tanah. Penetapan Lokasi 
Pembangunan berlaku 
untuk jangka waktu 2 
tahun dan dapat 
dilakukan permohonan 
perpanjangan waktu 1 kali 
untuk waktu paling lama 1 
tahun kepada Gubernur 
yang diajukan paling 
lambat 2 bulan sebelum 









kepentingan umum paling 
lambat 3 hari sejak 
dikeluarkan Penetapan 
Lokasi Pembangunan 










b) Diumumkan melalui 






paling kurang 14 hari 
kerja. 
6. Melaksanakan tugas lain 
yang terkait persiapan 
pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum yang 
ditugaskan oleh Gubernur 











geografis, sumber daya 
manusia dan 
pertimbangan lain. 
Pada Tahap persiapan 
adapun kegiatan yang 
dilakukan yaitu: Gubernur 
membentuk Tim Persiapan 
dalam waktu paling lama 
10 hari kerja, adapun 














pembangunan,  serta 
melaksanakan tugas lain 
yang terkait persiapan 
pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk 
kepentingan umum yang 
ditugaskan oleh gubernur.
1. Tahap Pelaksanaan 
Berdasarkan Penetapan 
Lokasi Pembangunan untuk 
kepentingan umum, instansi 
yang memerlukan tanah 
mengajukan pelaksanaan 
Pengadaan Tanah kepada 
Ketua Pelaksana Pengadaan 
Tanah dengan 
dilengkapi/dilampiri Dokumen 
Perencanaan Pengadaan Tanah 
dan Penetapan Lokasi 
Pembangunan. Ketentuan 
mengenai penyelenggaraan 
pengadaan tanah diserahkan 
kepada Kepala BPN, yang 
pelaksanaannya dilaksanakan 
oleh Kepala Kantor Wilayah BPN 
selaku Ketua Pelaksana 
Pengadaan Tanah (dengan 
pertimbangan efisiensi, 
efektifitas, kondisi geografis dan 
sumber daya manusia, dapat 
didelegasikan kepada Kepala 
Kantor Pertanahan), dengan 
susunan keanggotaan 
berunsurkan paling kurang: 
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1. Pejabat yang membidangi 
urusan Pengadaan Tanah di 
lingkungan Kantor Wilayah 
BPN
2. Kepala Kantor Pertanahan 
setempat di lokasi Pengadaan 
Tanah; 
3. Pejabat SKPD Provinsi yang 
membidangi urusan 
pertanahan; 
4. Camat setempat pada lokasi 
Pengadaan Tanah; 
5. Lurah/Kepala Desa atau 
nama lain pada lokasi 
Pengadaan Tanah. 
Kegiatan yang dilakukan pada 
tahap pelaksanaan antara lain: 
penetapan lokasi 
pembangunan, mengajukan 
pelaksanaan pengadaan tanah 
kepada ketua pelaksana 
pengadaan tanah dengan 
dilengkapi/dilampiri dokumen 
perencanaan pengadaan 
tanah dan penetapan lokasi 
pembangunan, ketentuan 
mengenai penyelenggaraan 
pengadaan tanah diserahkan 
kepada Kepala BPN.




Inventarisasi dan identifikasi 
dilaksanakan untuk 
mengetahui pihak yang 
berhak dan objek 
pengadaan tanah. 






pemetaan bidang per 
bidang tanah, dan
b. Pengumpulan data pihak 







dalam waktu paling 
lama 30 hari kerja. Hasil 
inventarisasi dan 
identifikasi memuat 
daftar nominasi pihak 
yang berhak dan objek 
pengadaan tanah. 
Pihak yang berhak 
meliputi nama, alamat, 





meliputi letak, luas, 
status serta jenis 
pengguanaan dan 
pemanfaatan tanah. 




tanah wajib diumumkan 
di kantor 
desa/kelurahan, kantor 
kecamatan dan tempat 
pengadaan tanah 
dilakukan dalam waktu 
paling lama 14 hari 






secara bertahap, parsial 
atau keseluruhan 
meliputi subjek hak, luas, 
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letak dan peta bidang
tanah objek 
pengadaan tanah. 
(Pasal 29 ayat (1), (2) 
dan (3) UU 2/2012).
(2) Penilaian Ganti Kerugian
Lembaga pertanahan 
menetapkan penilai sesuai 
dengan ketentuan mengenai 
pengadaan barang/jasa instansi 
pemerintah dan mengumumkan 
penilai yang telah ditetapkan 
untuk melaksanakan penilaian 
objek pengadaan tanah. 
Penilaian besarnya nilai ganti 
kerugian oleh penilai dilakukan 
bidang per bidang tanah, 
meliputi:
a) Tanah




e) Benda yang berkaitan 
dengan tanah, dan/atau
f) Kerugian lain yang dapat 
dinilai (kerugian non fisik yang 
dapat disetarakan dengan 
nilai uang, misalnya kerugian 
karena kehilangan usaha 
atau pekerjaan, biaya 
pemindahan tempat, biaya 
alih profesi dan nilai atas 
properti sisa).




c. Permukiman kembali (Proses
kegiatan penyediaan tanah 
pengganti kepada pihak 
yang berhak ke lokasi lain 
sesuai dengan kesepakatan 
dalam proses pengadaan 
tanah)
d. Kepemilikan saham 
(penyertaan saham dalam 
kegiatan pembangunan 
untuk kepentingan umum 
terkait dan/atau 
pengelolaannya yang 
didasari kesepakatan antar 
pihak)
e. Bentuk lain yang disetujui 
oleh kedua belah pihak
(3) Musyawarah Penetapan 
Ganti Kerugian
Lembaga pertanahan 
melakukan musyawarah dengan 
pihak yang berhak dalam waktu 
paling lama 30 haru kerja sejak 
hasil penilaian dari penilai 
disampaikan kepada lembaga 
pertanahan untuk menetapkan 
bentuk dan/atau besarnya ganti 
kerugian. Hasil kesepakatan 
dalam musyawarah tersebut, 
menjadi dasar pemberian ganti 
kerugian kepada pihak yang 
berhak dalam berita acara 
kesepakatan.
(4) Pemberian Ganti Kerugian
Pemberian ganti kerugian atas 
objek pengadaan tanah 
diberikan langsung kepada 
pihak yang berhak. Pemberian 
ganti kerugian pada prinsipnya 
harus diserahkan langsung 
kepada pihak yang berhak atas 
ganti kerugian. Apabila 
berhalangan, pihak yang berhak 
karena hukum dapat 
memberikan kuasa kepada 
pihak lain atau ahli waris. 
Penerima kuasa hanya dapat 
menerima kuasa dari satu orang 
yang berhak atas ganti kerugian. 
Yang berhak antara lain:
a) Pemegang hak atas tanah
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b) Pemegang hak pengelolaan
c) Nadzir, untuk tanah wakaf
d) Pemilik tanah bekas milik adat
e) Masyarakat hukum adat
f) Pihak yang menguasai tanah 
Negara dengan itikad baik
g) Pemilik bangunan, tanaman 
atau benda lain yang 
berkaitan dengan tanah
Ganti kerugian 
diberikan kepada pihak yang 
berhak berdasarkan hasil 
penilaian yang ditetapkan 
dalam musyawarah penetapan 
ganti kerugian dan/atau putusan 
Pengadilan Negeri/Mahkamah 
Agung. Pada saat pemberian 
ganti kerugian, pihak yang 




penguasaan atau kepemilikan 
objek pengadaan tanah 
kepada instansi yang 
memerlukan tanah melalui 
lembaga pertanahan.
Bukti penguasaan merupakan 
satu-satunya alat bukti yang 
sah menurut hukum dan tidak 
dapat diganggu gugat. 
Apabila terdapat pihak lain 
menuntut atas objek 
pengadaan tanah yang telah 
diserahkan kepada instansi 
yang memerlukan tanah, 
maka hal tersebut menjadi 
tanggung jawab pihak yang 
berhak. Pihak yang berhak 
menerima ganti kerugian 
bertanggung jawab atas 
kebenaran dan keabsahan 
bukti penguasaan atau 
kepemilikan yang diserahkan. 
Dan bagi ada yang 
melanggar hal tersebut, akan 




Dalam hal pihak yang berhak 
menolak bentuk dan/atau 
besarnya ganti kerugian 
berdasarkan hasil 
musyawarah atau putusan 
Pengadilan 
Negeri/Mahkamah Agung, 
maka ganti kerugian dititipkan 
di Pengadilan Negeri 
setempat. Penitipan ganti 
kerugian juga dilakukan 
terhadap:
a) Pihak yang berhak 
menerima ganti kerugian 
tidak diketahui 
keberadaannya, atau
b) Objek pengadaan tanah 
yang akan diberikan ganti 
kerugian:
- Sedang menjadi objek 
perkara di pengadilan
- Masih dipersengketakan 
kepemilikannya
- Diletakkan sita oleh 
pejabat yang 
berwenang, atau
- Menjadi jaminan di bank
Pada saat 
pelaksanaan pemberian ganti 
kerugian dan pelepasan hak 
telah dilaksanakan atau 
pemberian ganti kerugian sudah 
dititipkan di Pengadilan Negeri, 
kepemilikan atau hak atas tanah 
dari pihak yang berhak menjadi 
hapus dan alat bukti haknya 
dinyatakan tidak berlaku dan 
tanahnya menjadi tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara. 
(5) Pelepasan Tanah 
Pelepasan objek pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum 
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yang dimiliki pemerintah 
dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur 
pengelolaan barang milik 
Negara/daerah. Pelepasan 
objek pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum yang 




Nomor 2 Tahun 2012. Pelepasan 
objek pengadaan tanah 
tersebut di atas dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang atau 
pejabat yang diberi pelimpahan 
kewenangan untuk itu. 
Pelepasan tersebut di atas tidak 
diberikan ganti kerugian kecuali:
a)   Objek pengadaan tanah 
yang berdiri bangunan yang 
dipergunakan secara aktif 
untuk penyelenggaraan 
tugas pemerintahan. 
b) Objek pengadaan tanah 
yang dimilki/dikuasai oleh 
BUMN/BUMD, dan/atau
c) Objek pengadaan tanah kas 
desa.
Ganti kerugian atas objek 
pengadaan tanah pada poin 
(a) dan (c) di atas, diberikan 
dalam bentuk tanah dan/atau 
bangunan atau relokasi. 
Sedangkan untuk poin (b), 
dapat diberikan dalam bentuk 
sebagaimana dalam Pasal 36 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012, yaitu uang/tanah 
pengganti/ permukiman 
kembali/kepemilikan 
saham/bentuk lain yang disetujui 
oleh kedua belah pihak. Nilai 
ganti kerugian didasarkan atas 
hasil penilaian ganti kerugian 
penilai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Pelepasan objek 
pengadaan tanah dilaksanakan 
paling lama 60 hari kerja sejak 
penetapan lokasi pembangunan 
untuk kepentingan umum. 
Apabila pelepasan objek 
pengadaan tanah belum selesai 
dalm waktu tersebut, tanahnya 
dinyatakan telah dilepaskan dan 
menjadi tanah Negara dan 
dapat langsung digunakan 
untuk pembangunan bagi 
kepentingan umum.
(6) Penyerahan Hasil Pengadaan 
Tanah
Lembaga pertanahan 
menyerahkan hasil pengadaan 
tanah kepada instansi yang 
memerlukan tanah setelah:
a) Pemberian ganti kerugian 
kepada pihak yang berhak 




pengadaan tanah kepada 
instansi yang memerlukan 
tanah melalui lembaga 
pertanahan telah 
dilaksanakan. Dan/atau
b) Pemberian ganti rugi yang 
telah dititpkan di pengadilan 
negeri.
Instansi yang memerlukan 
tanah dapat mulai 
melaksanakan kegiatan 
pembangunan setelah 
dilakukan serah terima hasil 
pengadaan tanah 
sebagaimana dimaksud di 
atas. Instansi yang 
memperoleh tanah wajib 
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mendaftarkan tanah yang 
telah diperoleh sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(7) Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi 
penyelenggaraan pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum 
dilakukan oleh pemerintah. 
Pemantauan dan evaluasi hasil 
penyerahan pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum yang 





Pada Pembahasan diatas 
disimpulkan bahwa:
1. Dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 
terdapat pengaturan 
tentang perlindungan 
hukum pemegang hak 
atas tanah. Adanya. 
Perlindungan hukum 
tersebut antara lain 
berupa:
a. Adanya pengakuan 
hak-hak baik terhadap 




bangunan dan tanam 
tumbuh di atasnya.
b. Adanya pemberian 
ganti kerugian atas 
tanah dan tanam 
tumbuh beserta benda 
yang ada di atasnya, 
ganti kerugian tersebut 





2. Bahwa ketentuan 
mekanisme pengadaan 
tanah untuk kepentingan 
umum menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012, dilakukan berdasar 
proses atau tahap yang di 










tanah, penilaian ganti 
kerugian, musyawarah 
penetapan ganti 
kerugian, pemberian ganti 
kerugian, pelepasan 
tanah, penyerahan hasil 
pengadaan tanah, dan 
pemntauan dan evaluasi. 
Terdapatnya mekanisme 
proses pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum. 
Mekanisme proses 
pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum 
sebagai penghormatan 
terhadap hak-hak yang 
terdapat pada 
pemegang hak atas 
tanah. Dalam proses 
pengadaan tanah 
tersebut pemerintah tidak 
bisa semena-mena 
menyangkut tanah hak 
masyarakat  tanpa 
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prosedur dan mekanisme 
sebagai mana ketentuan 
hukum yang berlaku.
2.  Saran
1. Diharapkan dengan 
adanya perlindungan 
hukum terhadap 
pemegang hak atas tanah 
seperti yang telah di 
uraikan oleh Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 
2012 dapat memberikan 
kontribusi positif terhadap 
pembangunan nasional 
serta dapat memilimanisasi 
konflik-konflik pertanahan 
yang sering terjadi 
dikarnakan minimnya 
perlindungan hukum 
terhadap pemegang hak 
atas tanah.
2. Adanya Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 yang 
memberikan kepastian 
hukum terhadap 
pemegang hak atas 
tanah, hendaknya tidak 
terlepas dari musyawarah 
dalam melaksanakan 
mekanisme pembebasan 
tanah untuk kepentingan 
umum.
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